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Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya harus taat hukum, bekerja profesional,
memegang teguh sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris. Dalam praktek, adanya akta notaris yaitu akta
risalah rapat umum pemegang saham dan atau akta pernyataan keputusan rapat yang menjadi sengketa
hukum dan mengandung cacat yuridis yang menjadikan notaris sebagai tersangka. Cacat yuridis suatu akta
notaris dapat disebabkan oleh kesalahan notaris yang bersifat administratif, kesalahan profesi, kesalahan
perdata dan atau kesalahan pidana. Tidak selalu kesalahan notaris merupakan kesalahan pidana, bisa juga
termasuk dalam lingkup kesalahan profesi, kesalahan administratif dan atau kesalahan perdata. Hasil
penelitian ini yang didasarkan pada analisis dengan menggunakan 4 posisi kasus terhadap akta risalah rapat
dan atau akta pernyataan keputusan rapat yang mengandung cacat yuridis yaitu bertentangan dengan
Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan mengakibatkan aktanya batal
demi hukum yang penetapannya bersifat declaratoir, dan penerapan sanksi pidana terhadap Notaris.

K esalahan pidana terhadap notaris yang membuat akta risalah rapat dan atau akta pernyataan keputusan
rapat harus menggunakan parameter standar pelayanan yang menimbulkan malpraktek atau perbuatan
"negligence”, doktrin profesi, doktrin perdata dan doktrin pidana. Perbuatan Notaris masuk ruang lingkup
hukum pidanaterletak pada parameter unsur melawan hukum disertai dengan pertanggungjawaban pidana
antaralain berupa unsur kesengajaan termasuk kesengajaan bersyarat (dolus eventualis) dalam melakukan
delik dan sanksi pidana merupakan ultimum remedium. K ejahatan dalam profesi Notaris merupakan
kejahatan di bidang ekonomi yang dikategorikan white collar crime.

<hr>A notary as apublic officia in running his or her position has to obey the law, works professionally,
uphold the official oaths and code of ethics of Public Notary Association. In practice, the notarial deed of
the minutes of the general meeting of shareholders or a deed of declaration and the decision of the legal
dispute and contain aflaw that makes the juridical notary as a suspect. A legal disability may be caused by a
public notary who is an administrative error, professional error, mistake or error in civil, criminal aswell as
administrative law.Public notary mistake is not always the fault of criminal law field of law , it could be
included within the scope of professional errors, mistakes or errors of administrative and civil liability. The
results of this study is based on an analysis byusing the four position of the cases against the deed or deed of
minutes of meetings and statements containing the decision of the legal disabilities that is contrary to the
Notary Act and the Limited Liability Company Act and the resulting void deed to be legally canceled the
establishment is declaratoir, and the application of criminal sanctions against the notary. Mistakes are made
penal to the notary deed or deed of minutes of meetings and the decision of the statements should use the
standard of service parameters that lead to malpractice or acts of "negligence”, the doctrine of the
profession, the doctrine of civil and criminal doctrine. Notary deed into the scope of criminal law liesin the


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20297150&lokasi=lokal

parameters of criminal liability with unlawful element accompanied by criminal responsibility among other
thing malicious intent which include dolus eventualis and crimina sanctionsis an ultimum remedium. The
crimein the profession of notary is acrimein the area of economic crime which categorized as white collar
crime.



